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ANALISIS KETIMPANGAN REGIONAL DAN IDENTIFIKASI 
 SEKTOR BASIS ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN BLORA 
TAHUN 2011-2015 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketimpangan dan sektor 
basis antar kecamatan di Kabupaten Blora tahun 2011-2015. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstran Tahun Dasar 2010, PDRB 
Perkapita, Jumlah penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi. Metode Analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputi Analisis Indeks Willionson, Indeks 
Entropi theil, Location Quantient (LQ), pertumbuhan, dan Analisis Tipologi 
Klassen. 
Berdasarkan analisis dapat diketahui bahwa tingkat ketimpangan antar 
kecamatan di Blora sangat tinggi. Pada Indeks Williomson menunjukkan tingkat 
ketimpangan di Kabupaten Blora pada tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar 
0,852 sedangkan pada tahun Indeks Entropi Theil cenderung fluktuatif dengan 
rata-rata 16,916, pada analisis Location Quantient (LQ) sektor basis yang 
mendominasi di Kabupaten Blora adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan. Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen yang membagi daerah menjadi 
3 pengklasifikasian daerah. 12 dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Blora 
tergolong Daerah relatif tertinggal dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Blora 
tergolong Kabupaten yang relatif tertinggal.  
Dari hasil analisis tersebut disarankan kepada pemerintah Kabupaten Blora 
untuk mengatasi ketimpangan regional antar kecamatan agar tidak terjadi 
ketimpangan yang mengakibatkan kesenjangan sosial dan pemerintah perlu 
meningkatkan sektor basis untuk memajukan perekonomian daerah guna 
mengurangi ketimpangan regional.  
Kata Kunci   : Analalisis Indeks Williomson, Indeks Entropi Theil, Analisis 
Location Quantient Dan Analisis Tipologi Klassen. 
ABSTRACT 
This study aims to determine the level of inequality between districts and 
sector basis in Blora 2011-2015. This study uses secondary data, Gross Domestic 
Product (GDP) by Industrial Basic Konstran Price Base Year 2010, the GDP per 
capita, number of population and economic growth. The analysis method used in 
this research include analysis Willionson Index, Entropy index theil, Location 
Quantient (LQ), growth, and Klassen Typology analysis.  
Based on the analysis showed that the level of inequality between districts 
in Blora very high. On the index Williomson indicates the degree of inequality in 
Blora in the year 2011 to 2015 amounted to 0.852 while in index Entropy Theil 
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tend to fluctuate with an average of 16.916, the analysis Location Quantient (LQ) 
bases sector that dominates in Blora is a sector of agriculture, forestry and 
Fisheries. Based Klassen Typology analysis that divides the area into three 
classification areas. 12 of the 16 districts in Blora classified area is relatively 
underdeveloped concluded that pertained Blora Regency that are lagging behind. 
From the analysis, suggested to the government of Blora to address 
regional imbalances between districts in order to avoid imbalances that lead to 
social inequalities and the government needs to increase the basic sector to 
advance the region's economy in order to reduce regional imbalances. 
Keywords :Analalisis Williomson Index, Theil's Entropy Index, Location   
Analysis Quantient and Klassen Typology Analysis. 
1. PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan pendapatan 
penduduk suatu wilayah meningkat dalam jangka panjang, sehingga dikatakan 
bahwa pembangunan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang 
diikuti dengan perubahan struktur ekonomi dan kelembagaan. Keberhasilan 
pembangunan suatu daerah bisa dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, maka 
pemerintah selalu menetapkan target laju pertumbuhan ekonomi didalam 
perencanaan dan tujuan pembangunannya. Indikator yang digunakan untuk 
melihat keberhasilan suatu daerah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi 
dilihat dari perkembangan PDRB suatu daerah. 
Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang meningkat apabila 
tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa 
sebelumnya (Caska,2008). Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi 
mampu mendorong terciptanya pembangunan disegala aspek masyarakat, baik 
berupa insfrastruktur, perbaikan pelayanan publik serta aspek yang mendasar 
dalam hidup manusia yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Alfarabi 
dkk,2014).  
Untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat juga diperluhkan kontribusi 
pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak diimbangi 
pemerataan, akan menimbukan ketimpangan suatu wilayah. Ketimpangan wilayah 
(regional disparity) tersebut, terlihat dengan adanya wilayah maju dengan wilayah 
yang terbelakang atau kurang maju. Ketimpangan pada awalnya dapat disebabkan 
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oleh adanya perbedaan suatu kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi 
demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah, program yang 
dikembangkan untuk mengurangi ketimpangan antardaerah selama ini belum 
mencapai hasil yang memadai (Mahardiki Dkk,2013).  
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah 
dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumberdaya yang ada dan 
membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan 
baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut  
(Arsyad, 2010). Proses Pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan 
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan secara optimal. 
Tabel 1.1 Perbandingan PDRB Tahun 2015 
Kabupaten ADHK Kontribusi 
Grobogan 15,98  
Blora 12,88 1,61 
Rembang 10,85 1,36 
Pati 24,78 3,13 
Kudus 65,18 8,37 
Jepara 17,20 2,17 
 
Pembangunan tidak selalu mengalami pemerataan. Beberapa daerah dapat 
mengalami pertumbuhan yang cepat, sedangkan daerah lain juga dapat mengalami 
pertumbuhan yang lebih lambat. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti pemerataan 
ekonomi akan memperlebar jurang pemisah antara satu dengan yang lainnya, 
sementara pemerataan ekonomi tanpa pertumbuhan ekonomi sama halnya dengan 
meningkatkan kemiskinan suatu daerah (Sabda, 2013). Pertumbuhan yang tidak 
merata dan ketimpangan pembangunan merupakan kondisi mayoritas 
pembangunan daerah di Indonesia saat ini. Daerah yang tidak mengalami 
kemajuan disebabkan karena kurangnya sumber daya yang dimiliki, adanya 
kecenderungan investor memilih daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana 
perhubungan, jaringan listrik, telekomunikasi, dll (Mopangga, 2011).  
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Jawa Tengah merupakan Provinsi di  Pulau Jawa yang tidak lepas dari 
permasalahan ketidakmerataan pertumbuhan. Melalui Perda Provinsi Jawa 
Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2009-2029, Pemerintah Provinsi membentuk kawasan kerjasama. 
Tujuan dibentuknya kerjasama ini agar satu kawasan saling bekerjasama dan 
berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta untuk meningkatkan 
pemerataan pembangunan.  
Kabupaten Blora berada dalam kawasan eks-Karesidenan Pati terdiri dari 
Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora yang juga memiliki ketidakmerataan 
dalam pembangunan daerahnya. Eks-Karesidenan Pati ini sering disebut sebagai 
daerah Banglor yang sering dijadikan sebagai tolak ukur atau pembanding 
kemajuan dan perkembangan dari daerah yang ada dibawahnya. 
Menurut Badan Pusat Statistik Blora (2016) Kabupaten Blora memiliki 
nilai PDRB terkecil setelah Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Kabupaten 
sekitarnya. Tahun 2015 Kontribusi PDRB Kabupaten Blora hanya 1,61 % 
Terhadap total PDRB Jawa Tengah. Kontribusi PDRB Kabupaten Blora 
menempati peringkat 25 dari 35 Kabupaten/Kota.perbedaan tingkat pembangunan 
antar kecamatan Kabupaten Blora yang dipengaruhi perbedaan potensi tiap 
kecamatan menyebabkan tingkat pendapatan yang berbeda pula. Identifikasi dapat 
dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto perkecamatan 
Kabupaten Blora. 
Dari data Produk Domestik Regional Bruto perkecamatan Kabupaten 
Blora atas dasar harga konstan. Dapat disimpulkan bahwa kecamatan Blora dan 
Cepu memiliki nilai PDRB terbesar dibandingkan PDRB kecamatan yang lainnya. 
PDRB terbesar dimiliki oleh kecamatan Cepu Rp 3,696,728.36 pada tahun 2015 
dengan laju pertumbuhan sebesar 8,28 %. Sedangkan Kecamatan Bogorejo 
memiliki nilai PDRB paling rendah sebesar Rp 206,427.55 tahun 2015 dengan 
laju pertumbuhan 4,23 %, secara keseluruhan bahwa PDRB kabupaten Blora 
selalu mengalami peningkatan dari tahun 2011-2015, namun terdapat perbedaan 
tingkat PDRB antar kecamatan dengan jarak yang cukup lebar. 
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Laju Pertumbuhan Kabupaten  Blora tahun 2015 mencapai 5,36 %. Lebih 
tinggi dibandingkan tahun 2014 dengan pertumbuhan 4,39%. Pertumbuhan 
ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian 
sebesar 12,69%. Lapangan Usaha Industri Pengolahan dan Lapangan Usaha 
pengadaan listrik dan Gas  merupakan lapangan usaha yang mengalami kontraksi 
(pertumbuhan ekonomi negative) yaitu sebesar -0,82% dan -2,83 %. Dilihat dari 
laju pertumbuhan, Kabupaten Blora termasuk klasifikasi daerah yang masih bisa 
berkembang pesat, maka pembangunan, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di 
Kabupaten Blora masih belum merata seluruhnya. Dengan indikasi pembangunan 
ekonomi yang belum merata maka bisa dikatakan adanya ketimpangan. 
Ketimpangan ini dapat terjadi karena perbedaan pemopang utama perekonomian 
maupun perbedaan sektor basis di tiap kecamatan di Kabupaten Blora. 
 
2. METODE ANALISIS 
Untuk mengukur ketimpangan antar wilayah digunakan alat yaitu indeks  
Williamson (Williamson variation) dan indeks Entropi Theil, sedangkan untuk 
mengukur potensi yang dimiliki menggunakan Analisis Location Quantient (LQ) . 
2.1 Analisis laju pertumbuhan Ekonomi  
Laju Pertumbuhan digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan 
ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Blora pada tahun 2011-2015. 
Pertumbuhan ekonomi dinyatakan sebagai perubahan PDRB atas dasar harga 
konstan masing-masing kecamatan di Kabupaten Blora pada tahun 2011-2015 
dengan satuan persen. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 
Growth  = 
            
      
 x 100 
Keterangan : 
       Growth =    Pertumbuhan ekonomi 
       GDPt    =  Gross Domestic Product pada tahun t  






2.2 Analisis Tipologi Klassen  
Alat analisis Tipologi klassen untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, 
usaha atau unggulan Kabupaten Blora. Tipologi Klassen digunakan melalui 
pendekatan sektoral yang mendasarkan pengelompokkan suatu sektor dengan 
melihat pertumbuhan dan kontribusi sector tertentu terhadap total PDRB 
kabupaten/kota. Analisis ini menghasilkan 4 (empat) klasifikasi dengan 
karakteristik yang berbeda sebagai berikut: 
Tabel 1.2Klasifikasi Klassen tipologi 
 
  Y yi > y yi < y 
R 
ri > r 
Quadran 1 
Daerah maju dan cepat 
tumbuh 
Quadran II 
Daerah maju tapi tertekan 
ri < r 
Quadran III 
Daerah  berkembang 
pesat 
Quadran IV 
Daerah  relatif 
terbelakang 
      Keterangan: 
 
 ri : Laju pertumbuhan ekonomi kecamatan i 
 yi : PDRB perkapita Kecamatan i 
 r  : Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora 
 y  : PDRB perkapita Kabupaten Blora 
 
2.3 Analisis Indeks Williomson 
Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar wilayah yang 
terjadi dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional 
(regional in equality) yang dinamakan indeks ketimpangan williamson. 
.    






Wi = Variasi Williamson 
yi = Pendapatan per kapita di kecamatan ke i 
y = Pendapatan per kapita  Kabupaten Blora 
fi = Jumlah penduduk kecamatan ke i 







- Angka 0,0 - 0,3, maka ketidakmerataanya rendah 
- Angka 0,3 – 0,4 maka ketidakmerataanya sedang 
- Angka > 0,4, maka ketidakmerataanya tinggi 
 
2.4  Indeks Ketimpangan Entropi Theil 
Indeks Ketimpangan Entropi Theil memungkinkan untuk membuat 
perbandingan selama waktu tertentu. Indeks Ketimpangan Entropi Theil juga 
dapat menyediakan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, 
yang pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi 
geografis selama periode tertentu; sedang yang kedua juga penting ketika kita 
mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan/ketimpangan 
spasial. Sebagai contoh kesenjangan/ketimpangan antardaerah dalam suatu 
negara dan antar sub unit daerah dalam suatu kawasan (Kuncoro, 2012: 87). 
Adapun rumus Indeks Ketimpangan Entropi Theil adalah sebagai 
berikut ; 
I(y)= ∑ (yj/Y)xlog[(yj/Y)/(xj/X)] 
 
Keterangan ; 
I(y)  = Indeks ketimpangan Entropi Theil 
yj = PDRB per kapita kecamatan j 
y = Rata-rata PDRB per kapita Kabupaten Blora 
xj = Jumlah penduduk kecamatan j 
X   = Jumlah penduduk Kabupaten Blora 
 
2.5 Analisis Location Quotient (LQ) 
Location Quatient (LQ) merupakan suatu pendekatan tidak langsung 
yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor basis ekonomi suatu daerah 
(Arsyad, 2010). Analisis ini digunakan untuk menunjukkan lokasi 
pemusatan/basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan dari 
PDRB ditiap kecamatan di Kabupaten Blora yang menjadi pemacu 
pertumbuhan. Metode LQ digunakan untuk mengkaji kondisi perekonomian, 
mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian. Untuk 
mengetahui sektor basis digunakan LQ dengan formulasi sebagai berikut 
rumusan Location Quotient (LQ): 
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LQ  =   
    ⁄




pi = Nilai PDRB sektor i di kecamtan j 
pt = Total PDRB di kecamtan j 
Pi = Nilai PDRB sektor i di Kabupaten Blora 
Pt = Total PDRB di Kabupaten Blora 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Analisis Tipologi Klassen 
Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran 
tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. 
Kabupaten Blora selama periode penelitian (2011-2015) dari hasil 
penghitungan dan  analisis terlihat bahwa masih adanya pertumbuhan 
ekonomi dan pendapatan per kapita yang berbeda antar kecamatan di 
Kabupaten Blora Beberapa kecataman masuk ke dalam daerah berkembang, 
daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah Berkembang pesat, serta  daerah 
relatif tertinggal. Masih adanya kecamatan yang termasuk dalam 3 klasifikasi 
tersebut menunjukkan bahwa belum terjadi pertumbuhan yang belum merata 
antar kecamatan di Kabupaten Blora. Diperlukan penanganan yang lebih 
serius dari pihak terkait untuk mengejar ketertinggalan dari daerah yang relatif 
tertinggal agar bisa sejajar dengan pertumbuhan kecamatan lain yang lebih 
maju baik dari pertumbuhan maupun pendapatan per kapita.  
Pertumbuhan ekonomi rata-rata pada tahun 2011-2015 Kecamatan Cepu 
sebesar 6,49 persen dengan pendapatan per kapita sebesar Rp 
44,442,680 ,Kecamatan Blora pertumbuhan ekonominya sebesar 6,19 persen 
dengan pendapatan per kapita Rp21,388,667, Kecamatan Ngawen 
pertumbuhan ekonominya 5,21 persen dan pendapatan per kapita Rp 
14,485,655. Daerah tersebut termasuk dalam katagori kecamatan yang 
mandiri dan maju pesat dan juga akan sangat menarik bagi para investor 
swasta dan mempunyai potensi fiskal yang menjanjikan, sehingga kerja sama 
antara swasta dan pemerintah  perlu dijalin untuk peningkatan investasi publik. 
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Dengan menggunakan analisis indeks ketimpangan Entropi Theil akan 
dapat diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi di antar kecamatan di 
kabupaten Blora. Dari hasil perhitungan Indeks Entropi Theil ini akan 
didapatkan tingkat ketimpangan antar Kecamatan. Jika Indeks Entropi Theil 
semakin besar menunjukan ketimpangan juga semakin besar (tidak merata) 
dan apabila Indeks Entropi Theil semakin kecil maka ketimpangan semakin 
rendah (semakin merata). Dari uraian diatas Indeks Entropi Theil sejalan 
dengan Indeks Williamson. 
Daerah berkembang cepat di Kabupaten Banjarnegara pada pariode 
penelitan sebanyak 2 kecamatan. Kecamatan yang termasuk dalam klasifikasi 
daerah berkembang cepat adala Kecamatan Tunjungan. Kecamatan Tunjungan 
rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,22 persen dengan pendapatan per 
kapita 11,501,966. Kecamtan tunjungan memiliki pertumbuhan ekonomi lebih 
tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan kabupaten, tetapi tingkat pendapatan 
per kapita masih rendah dibandingkan kabupaten. Kecamtan tunjungan  
berdekatan dengan pusat pemerintah kabupaten, sehingga sarana pendidikan, 
kesehatan dan ekonomi berkembang cukup baik.  
Daerah relatif tertinggal di Kabupaten Blora pada periode penelitiam 
(2011-2015)  sebanyak 12 kecamatan atau 60 persen, yang termasuk dalam 
klasifikasi kecamatan dengan tingkat pertumbuhan dan ketimpangan 
pendapatan per kapita relatif rendah dibawah pertumbuhan dan pendapatan 
per kapita kabupaten, hampir sebagian besar kecamatan di Kabupaten Blora 
termasuk dalam klasifikasi kecamatan yang relative tertinggal diantaranya:  
Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kradenan, Kecamatan  
Kedungtuban, Kecamatan Sambong, Kecamatan Jiken, Kecamatan Bogorejo, 
Kecamatan Jepon, Kecamatan Banjarejo Kecamatan Japah, Kecamatan 
Kunduran, Kecamatan Todanan. Kecamatan dalam kategori ini kebanyakan 
masih menjadikan sektor pertanian sebagai sektor dominan. Kecamatan 
tersebut perlu mempercepat tingkat produktivitasnya dengan mengoptimalkan 
potensi-potensi ekonomi yang dimiliki agar dapat menjadi daerah yang 
berkembang cepat. Strategi yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan 
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potensi ekonominya adalah dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif 
dan harus   
mengendalikan pertumbuhan penduduknya. 
 







1 Jati 7,565,862 3.04 
2 Randublatung 11,088,421 3.65 
3 Kradenan 8,406,505 2.70 
4 Kedungtuban 10,211,332 3.13 
5 Cepu 44,442,680 6.49 
6 Sambong 8,184,172 2.34 
7 Jiken 6,376,972 2.93 
8 Bogorejo 8,114,476 3.36 
9 Jepon 10,055,083 4.85 
10  Blora 21,388,667 6.19 
11 Banjarejo 6,266,052 3.03 
12 Tunjungan 11,501,966 5.22 
13  Japah 8,221,549 3.38 
14 Ngawen 14,485,655 5.21 
15 Kunduran 12,047,861 3.20 
16 Todanan 7,339,364 2.72 
 Kabupaten 13,896,926        4.89 
 
3.2 Tingkat Ketimpangan Regional Antar Daerah  
Ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan pembangunan 
belum dapat dipecahkan khususnya pada negara-negara sedang berkembang. 
Ketimpangan wilayah ini terjadi dikarenakan perbedaan karakteristik antar daerah 
yang menyebabkan satu atau beberapa daerah lebih unggul atau maju 
dibandingkan daerah lain.  Ketimpangan dalam pendapatan adalah ketimpangan 
dalam pembangunan antar wilayah di Kabupaten Blora yang menyebabkan pula 
ketimpangan dalam tingkat pendapatan perkapita antar wilayah kecamatan. 
Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi 
dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan 
oleh adanya perbedaan kandungan sumber alam dan perbendaan kondisi 
demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah.  Akibat dari perbedaan ini, 
11 
 
kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi 
berbeda. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap 
tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah (Syafrizal, 2008). 
Ketimpangan wilayah (regional disparity) timbul dikarenakan tidak adanya 
pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah 
yang maju dangan wilayah yang terbelakang atau kurang maju.Untuk 
menganalisis besarnya ketimpangan pendapatan perkapita antar kecamatan di 
Kabupaten Banjarnegara digunakan analisis Indeks Williomson dan Indeks 
Entropi Theil.  Kabupaten Blora sebagai salah satu kabupaten tertinggal di Jawa 
Tengah dan masih memiliki tingkat ketimpangan yang berat selama masa 
penelitian mulai tahun 2011-2012.   Hasil penghitungan tingkat ketimpangan 
pendapatan perkapita selama periode penelitan adalah sebagai berikut tabel 2. 






1 2011 0,812 16,99 
2 2012 0,826 16,96 
3 2013 0,847 16,92 
4 2014 0,872 16,86 
5 2015 0,904 16,85 
Rata-rata 0,8522 16,916  
Sumber  : data diolah 
 
Rata-rata nilai angka Indeks Williomson di Kabupaten Blora selama periode 
penelitian (2011-2015) sebesar 0,8522, nilai ini tergolong dalam kriteria berat 
(>0,4). Dari hasil penghitungan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa angka 
ketimpangan pendapatan perkapita antar kecamatan di Kabupaten Blora masuk 
dalam katagori ketimpangan berat. Hal ini menunjukan bahwa perbedaan 
pendapatan perkapita antar kecamatan di Kabupaten Banjarnegara adalah tinggi 
atau kriteria ketimpangan antar kecamata tergolong berat. 
Dalam penelitian ini untuk mengetahui ketimpangan suatu daerah selain 
menggunakan Indeks Williomson juga digunakan alat analisis yang lain yaitu 
Indeks Entropi Theil. Hasil penghitungan menggunakan Indeks EntropiTheil 
angka ketimpangan berfluktuasi, tetapi secara umum mengalami peningkatan. 
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Pada tahun 2011 sebesar 16,990 dan meningkat sampai pada tahun 2012 sebesar 
16,965 dan kenaikan juga terjadi pada tahun 2013 sebesar 16,928 dan pada tahun  
2015 menjadi 16,858. Dalam menganalisis nilai angka Indeks Entropi Theil ini 
tidak memiliki batas atas atau batas bawah, disebut terjadi ketimpangan jika 
dalam periode penelitian terjadi kecenderungan untuk meningkat. Sehingga dari 
hasil perhitungan pada tabel diatas menunjukan bahwa di Kabupaten Bloradengan 
menggunakan alat analisis Indeks Entropi Theil juga dikatakan mengalami 
ketimpangan regional antar kecamatan dalam katagori berat.   
 
3.3 Location Quotient (LQ)  
Berdasarkan analisis Location Quantoient (LQ) sector dengan nilai Rata-
rata > 1 dapat dikatakan sector basis atau potensi yang dimiliki tiap kecamatan di 
kabupaten Blora tahun 2011-2015 yang paling tinggi adalah sektor Pertanian, 
Kehutanan dan Perikanan hampir sebagian setiap kecamatan memiliki sector 
tersebut. Tidak hanya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan , sektor 
kontruksi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor real estate, sektor Jasa 
Perusahaan termasuk sektor basis yang dimiliki sebagian besar yang dimiliki 
kecamatan yang ada Kabupaten Blora, sedangkan pertambangan, penggalian 
hanya dimiliki oleh kecamatan Cepu sebesar 3,3179 persen. Sector jasa 
pendidikan merupakan sector basis di kecamatan Blora. 
 
3.4 Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional 
antar kecamatan di Kabupaten Blora 
Lima tahun Kabupaten Blora dilihat dari Produk Domestik Regionla Bruto  
selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada awal penelitaian yaitu tahun 
2002 Kabupaten Banjarnegara masih mengalami dampak dari krisis ekonomi 
tersebut, hal ini dapat dilihat dari perkembangan laju pertumbuhan ekonomi yang 
ada di Kabupaten Blora yang rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,36 
persen. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara adalah 
pertumbuhan yang paling rendah selama periode penelitan yaitu sebasar 4,42 
persen dan dengan Indeks ketimpangan Williamson sebesar 0,812 persen. 
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Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang tertertinggi selama periode penelitian 
adalah pada tahun 2014 sebesar 5,36 persen.  
Pada tahun 2011 Indeks Williamson sebesar 0,812, bila dibandingkan 
dengan Indeks Williamson tahun 2012 sebesar 0,826 maka pada tahun 2012 
mengalami kenaikan menjadi 0,847 di tahun 2013. terjadi peningkatan 
kesenjangan pendapatan perkapita wilayah kecamatan di Kabupaten Blora. Indeks 
Williamson di Kabupaten Blora secara rata-rata sebesar 0,8522 masih termasuk 
ketimpangan yang tinggi, karena mendekati satu. Hal yang sama polanya juga 
ditunjukan oleh penghitungan ketimpangan dengan menggunakan Indeks Entropi 
Theil, pada periode awal penelitian sampai dengan akhir periode menunjukan 
kecenderungan meningkat. Rata –rata Indeks Entropi Theil selama periode 
penelitian adalah sebesar 16,916. Karena Indeks Entropi Theil tidak ada batas atas 
dan bawah, untuk melihat hasil hanya mencermati kalau nilainya semakin besar 





Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora secara rata-rata Rp 13,869,926 
juta rupiah. Hal ini menunjukan perekonomian di Kabupaten Blora  tumbuh 
dengan baik, tetapi perlu perhatian dari pemerintah daerah untuk lima tahun 
kedepan, karena ada kecenderungan terjadi pelambatan.Wilayah kecamatan di 
Kabupaten Blora pada periode penelitian antara tahun 2011 sampai dengan 
2015 menurut analisis Tipologi Klassen termasuk daerah tertinggal sebanyak 
85 persen, daerah maju dan tumbuh cepat sebanyak 10 persen, daerah 
berkwmbang cepat sebanyak 5 persen.Disparitas PDRB per kapita antar 
kecamatam di Kabupaten Blora selama kurun waktu 2011- 2015 termasuk 
kriteria ketimpangan tinggi. Indek Williamson secara rata-rata sebesar 0,8522 
semakin mendekati angka satu, yang berarti telah terjadi suatu tingkat 
disparitas yang tinggi yang terjadi pada PDRB per kapita antar kecamatan di 
Kabupaten Blora. Pada tahun 2011 Indeks Williamson sebesar 0,0,812 
kemudian mengalami kenaikan secara berturut-turut pada tahun 2015 menjadi 
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sebesar 0,904 Jika hal ini terus dibiarkan maka akan dikhawatirkan terjadi 
ketimpangan yang melebar pada periode yang akan datang, yang ditunjukkan 
oleh kecenderungan trend disparitas PDRB per kapita yang terus meningkat 
dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.Berdasarkan analisis Location 
Quantoient (LQ) Rata-rata potensi yang dimiliki tiap kecamatan di kabupaten 
Blora tahun 2011-2015 yang paling tinggi adalah sektor Pertanian, Kehutanan 
dan Perikanan hampir sebagian setiap kecamatan memiliki sector tersebut. 
Tidak hanya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan , sektor kontruksi, 
sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor real estate, sektor Jasa Perusahaan 
termasuk sektor basis yang dimiliki sebagian besar yang dimiliki kecamatan 
yang ada Kabupaten Blora, sedangkan pertambangan, penggalian hanya 
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